
ALUR PROSES PENGUSAHAAN

ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
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Survei Pendahuluan dan

Eksplorasi / SPE

Lembaga/

Institusi

Penelitian

(S-2)

Penugasan pembelian

dan pengaturan harga

listrik oleh Ditjen Gatrik

Penugasan

WKP

Persetujuan

FS

Biaya

Pihak

Lain

Biaya

APBN

Keterangan

- PLN mensyaratkan 85% BPP 

(Permen 50/2017 100% BPP)

- Amandemen PPA mensyaratkan

85% BPP (lebih rendah dari

harga PPA sebelumnya sehingga

negosiasi alot)

- Persetujuan Harga oleh Menteri



Pemilihan
Langsung

(S-1)
(Permen 50/2017 

ps 8 & 9)

Persetujuan
Harga
(S-2)

(Permen 50/2017 ps
14)

PJBL
(S-3)

(Permen 10/2017)
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(S-4)

IUPTL
(S-5)

(Permen 35/2013 jo No. 
12/2016)

Konstruski
(S-6)

COD
(S-7)

Keterangan

PLN Negosiasi

kesepakatan harga

PLN dan BU : 

PLN  pada

umumnya

mensyaratkan 70% 

BPP (Permen

50/2017 85% BPP)

Badan Usaha

Pemerintah

Daerah

Kementerian 

ESDM

Penugasan

pembelian dan

pengaturan harga

listrik oleh Ditjen

Gatrik

Pemilihan

Langsung

Pemenang

Lelang dan 

Kesepakatan

Harga

Evaluasi
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Izin Lokasi

ALUR PROSES PENGUSAHAAN PLTBm DAN PLTBg

INSTANSI

STADIUM

Kesepakatan Harga



Penunjukan Langsung/ 
Pelelangan Terbatas

(S-1)
(Permen 19/2017 dan Perdir PLN

0005/2018 ps 12)

Persetujuan Harga
(S-2)

(Perdir PLN 0005/2018 ps 8)

PJBL
(S-3)

(Perdir PLN 0005/2018)

COD
(S-4)

Keterangan

PLN • Jika kriteria wilayah setempat 

defisit tenaga listrik , maka Harga 

pembelian excess power paling tinggi 

sebesar 90% BPP setempat

• Jika kriteria  wilayah setempat 

tidak defisit tenaga listrik 

(menurunkan BPP pembangkitan 

sistem ketenagalistrikan setempat), 

maka Harga pembelian excess power 

paling tinggi sebesar 70% BPP 

setempat. 

• Berdasrkan Permen 19/2017, 

harga maksimum 90% BPP 

setempat.

Badan Usaha

Pemerintah

Daerah

Kementerian 

ESDM

Pengaturan harga listrik oleh 

Ditjen Ketenagalistrikan

ALUR PROSES PENGUSAHAAN PLT Bioenergi (Excess Power)

INSTANSI

STADIU

M

Penunjukan

Langsung

Pemenang Lelang

dan Kesepakatan
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Dokumen

Pendukung Untuk

Persetujuan Harga

Izin Operasii

harus sudah 

dimiliki sebelum 

proses lelang

Evaluasi

Permohonan

& 

Kelengkapan

Persyaratan

Persetujuan Harga

Pembelian Listrik 

dari Menteri 

ESDM

Penanda tanganan

PJBL

Persetujuan

Harga
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Lelang Oleh 
Pemda

(S-0)

Penunjukkan
Langsung

(S-1)
(Permen 50/2017  ps 10)

Persetujuan
Harga
(S-2)

(Permen 50/2017 ps
14)

PJBL
(S-3)

(Permen 10/2017)

FC
(S-4)

IUPTL
(S-5)

(Permen 35/2013 jo No. 
12/2016)

Konstruski
(S-6)

COD
(S-7)

Ket.

Pemerintah

Daerah

•Tidak semua

Pemda bersedia

membayar

BLPS

•Di luar proyek

percepatan

PLTSa, harga

mengacu BPP 

setempat

dianggap belum

memenuhi

kelayakan.

•Proyek

percepatan

PLTSa

difokuskan pada 

kota yang 

mengalami

darurat sampah. 

Kota lain 

dimungkin-kan

selama

memenuhi

persyaratan, 

memiliki

komitmen

pendanaan dan 

ketersediaan

dana 

pemerintah

pusat .

BU/ 

BUMD/ 

BUMN

PLN

KESDM

ALUR PROSES PENGUSAHAAN PLTSa

INSTANSI

STADIUM

1. KOMPETISI 

BU

2. PENUGASAN 

BUMD

3. PENUGASAN 

BUMN

P K S

Evaluasi FS, Studi

Jaringan & 

Kesepakatan

Harga

Penyusunan FS & 

Studi Jaringan

Hasil verifikasi

FS dan Studi

Jaringan

-Hasil verifikasi FS 

& Studi Jaringan.

-PKS

- Jaminan feedstock

Evaluasi

Permohonan & 

Kelengkapan

Persyaratan

Persetujuan

Harga & 

Penugasan

Penugasan
Pembelian
Listrik dari

Menteri 
ESDM

Penanda

tanganan

PJBL

Pemenuhan

FC

Evaluasi

Permohonan & 

Kelengkapan

Persyaratan

I U P T L

Konstruksi COD

SLO

Dokumen

Pendukung Untuk

Persetujuan Harga

Kesepakatan Harga



ALUR PROSES PENGUSAHAAN BAHAN BAKAR NABATI

Penyediaa

n Fasilitas

Produksi

BBN

Penerbitan

Izin Usaha 

Niaga

BBN

Proses  

Pengadaan

BBN

Penetapa

n Alokasi

BBN

Kontrak

Pengadaa

n BBN

Penyaluran

dan

Pencampura

n BBN 

Verifikas

i Insentif

Pembayara

n Insentif
Keterangan

KESDM

Penerbitan Izin

Niaga BU BBN 

mengacu pada 

Permen ESDM 

No. 32/2008.

BPDPKS

Proses pengadaan

BBN jenis

biodeisel mengacu

pada Permen

ESDM No. 

41/2018 jo Permen

ESDM No. 

45/2018

BADAN 

USAHA

BBN

Verifikasi volume 

dan ongkos angkut

dilakukan oleh 

Ditjen Migas.

OFF 

TAKER/

BU BBM

INSTANSI

STADIUM

Pembangunan 

Unit Produksi

dan Pengajuan

Izin Usaha 

Niaga BBN

DJEBTKE :

1. Reviu admin

dan teknis

2. Penerbitan

izin usaha

DJM:

Penyampaian

BU BBM

DJEBTKE:

Penetapan BU

BBN

Proyeksi

Ketersediaan

Dana

Proyeksi

Demand BBM 

dan

Kebutuhan

BBN

Keputusan

Menteri

ESDM 

tentang

Alokasi

BBN

Perjanjian

Kerjasama

dengan BU 

BBN

Kontrak

dengan BU 

BBN

Perjanjian

Kerjasama

dengan

BPDPKS dan

Kontrak

dengan BU 

BBM

Penyaluran

BBN ke BU 

BBM

Pencampuran

dan Distribusi

ke end user

Verifikasi

volume 

dan

ongkos

angkut

Perhitungan

dan

Pembayaran

Insentif BBN

Penerimaan

Insentif BBN



Pemilihan
Langsung

(S-1)
(Permen 50/2017 

ps 5, 6 & 7)

Persetujuan
Harga
(S-2)

(Permen 50/2017 ps
14)

PJBL
(S-3)

(Permen 10/2017)

FC
(S-4)

IUPTL
(S-5)

(Permen 35/2013 jo No. 
12/2016)

Konstruski
(S-6)

COD
(S-7)

Keterangan

PLN Pemilihan

langsung

dilakukan

berdasarkan

kuota dan DPT

Badan Usaha Badan Usaha 

Pemenang

Lelang

mendapatkan

kepastian

kapasitas dan

harga jual listrik

untuk diminta

persetujuan

kepada Menteri

Pemerintah

Daerah

Kementerian 

ESDM

Pemilihan

Langsung

Evaluasi

Permohonan

& 

Kelengkapan

Persyaratan

Penugasan

Pembelian

Listrik dari

Menteri ESDM

Permohonan

Persetujuan Harga
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Pemenuhan

FC

Evaluasi

Permohonan & 

Kelengkapan

Persyaratan

I U P T L

Konstruksi COD

SLO

Izin Lokasi
Permohonan

Izin Lokasi

ALUR PROSES PENGUSAHAAN PLT ANEKA EBT

INSTANSI

STADIUM

Pemenang

Lelang dan

Kesepakatan

Harga



• Sumber: 

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan Dan Konservasi Energi, Kementerian Energi Dan Sumber 
Daya Mineral

T erima  Kasih

www.pushep.or.id


Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan
“untuk energi & pertambangan yang berlandaskan hukum dan keadilan”


